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BAB II
TINDAK PIDANA UMUM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Sejarah Perdagangan Orang
Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak (Nuraeny, 2011:354).
Undang-undang yang disahkan di koloni-koloni Amerika Selatan menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, memiliki harta kekayaan, atau memperoleh kebebasan.Peraturan itu juga tidak mengijinkan budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca.Namun ada pemilik budak yang memperbolehkan budak mereka memperoleh kebebasan.Sekarang, kebanyakan orang di dunia mengutuk perbudakan.Demikian halnya pada awal berdirinya Negara Amerika.Banyak orang Amerika berpendapat bahwa perbudakan itu jahat, namun diperlukan. Pada awal tahun 1700-an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan.11

Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang bercirikan merugikan, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu hasil interaksi anatara fenomena yang ada dalam masyarakat, dan saling mempengaruhi, dimana perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang ditentang dengan kesusilaan. Menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang meperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberiaan penderitaan, yang berupa hukuman atau tindakan (Boger, 1982:23).
Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri.Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, annak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke Negara-negara lain. Beberapa Negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Negara-negara di timur tengah (Arab Saudi) (Nuraeny, 2011:353).
Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan menimpa anak wanita dan perempuan, demikian juga dengan tindak pidana perdagangan orang. Latar belakang tindak pidana perdagangan orang umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga tindak pidana perdagangan orang di dalam negeri masih menjdi masalah bersar, dimana para wanita dan anak-anak di eksploitasi menjadai pembantu rumah tangga, pekeja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil (Nuraeny, 2011:354).
Para pelaku tindak pidana perdagangan orang kadang-kadang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pelajar di sekolah-sekolah (terutama kesekolah kejuruhan), dengan modus untuk praktik kerja lapangan (magang) di hotel-hotel, yang sebenarnya fiktif. Di samping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja direstoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks. Modus baru yang dewasa ini berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan di paksa menjadi pelacur, beberapa gadis-gadis di bawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-penampungan di pertambangan atau pembalak liar di pedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana mereka menjadi pekerja seks (Nuraeny, 2011:354).

Pengertian Perdagangan Orang
[bookmark: _GoBack]Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi obyek perdagangan orang adalah perempuan.Pada masyarakat yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya.Perkembangan berikutnya wanita di yunani kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata. Perempuan sama sekali tidak beharga. Hal ini di buktikan dalam legenda terkenal yunani, yaitu tentang kisah Dewi Aphrodite.Dewi Aphrodite dengan mudahnya menghianati suaminya yang oleh masyarakat yunani di anggap Dewa.Aphrodite melahirkan anak yang bernama Koubid yang di anggap sebagai Dewa Cinta.Ia lahir dari perselingkuhan Aphroidte dengan kekasihnya. Legenda ini sangat merendahkan martabat dan moral perempuan, karena merupakan penghianatan moral (Sakho:103)
Pada masa jahiliah di Arab, perempuan sangat terlindas dan terpinggirkan. Kelahiran bayi perempuan di anggap membuat aib keluarga dan akan mendatangkan sial bagi keluarga. Bayi perempuan yang lahir akan disembunyikan oleh keluarganya, Karena setiap bayi lahir yang berjenis kelamin perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, selain itu kaum perempuan tidak berhak atas warisan bahkan perempuan termasuk harta yang diwariskan. Keadaan ini sangat merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga (Nuraeny, 2011:92).
Namun setelah datangnya agama Islam, tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan dilarang, seperti tercantum dalam surat An-Nahl :8-9 yaitu “apabila salah seorang diantara mereka diberitahukan tentang (lahirnya) seorang anak perempuan, merah padamlah wajahnya menahan amarah. Dia bersembunyi dari kaumnya, karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah putrinya itu akan dipertahankan dengan menanggung kehinaan atau (lebih baik) dikuburkan kedalam tanah. Ketahuilah sungguh buruk putusan mereka itu”. Firman Allah ini menunjukan bahwa islam sangat membela kaum perempuan. Islam memberikan hak kepada setiap orang (laki-laki dan perempuan, tua dan muda), mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati kehidupan (Nuraeny, 2011:92).
Perdagangan orang yang dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan berlangsung dengan abad pertengahan.Undang-undang di Inggris sampai tahun 1805, masih memperdengarkan kaum pria yang memperdagangkan istrinya kepada siapa saja yang dikehendakinya.Ikatan keduanya menjadi tidak sah setelah terjadinya transaksi jual beli.Undang-undang ini mengesahkan standar yang rendah untuk perjualan istrinya, yaitu seharga 6 pounsterling. Pada tahun 1931 di Inggris terjadi perubahan yang menarik, yaitu seorang suami yang jatuh bangkrut dan mempunyai istri yang cantik telah menjual istrinya seharga 500 (lima ratus) pounsterling. Setelah trasaksi selesai istri tersebut dibawa ke rumah suami barunya, tetapi berhasil kabur serta melaporkan kejadian tersebut kepada polisi (Nuraeny, 2011:94).
Demikian juga dengan di Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam undang-undang dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian pembukaan mengamanatkan bahwa Negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila. Makna pembukaan undang-undang 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia.Inilah yang seharusnya dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembahruan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia (Nuraeny, 2011:95).
Janie chuang mengatakan bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan dan kalau iya, bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur (Chuang, 1998:66).
Secara historis, upaya unruk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah mulai sejak akhir abad ke-18 ketika pada waktu itu para wanita dari eropa dijual sebagai pelacur di Negara-negara arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya perdagangan orang itu. Karenanya, mulai akhir ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internaisonal digelar, tujuan utamanya untuk mengidentifikasikan isu perdagangan orang.
Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkkan, yang secara umum merujuk kepada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, ataup bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi (Ibid, 2001:23).
Pemerintah Indonesia, selain meratifikasi peraturan-peraturan/Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar Negara yaitu undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa beberapa peraturan lainnya (Nuraeny, 2011:96).
Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun  yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau lebih populer dengan istilah trafficking terorganisasi. Dengan demikian, urgensi dilahirkan undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi (dan tidak terorganisasi), baik yang bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama (Nuraeny, 2011:97).

Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang
Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu Negara dengan Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi ekploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak anatar Negara secara ilegal penjeratan utang. Eksploitasi seksual didalamnya meliputi perdangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersil.Kerja paksa meliputi pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak, dan kerja paksa (Ali dan Pramono, 2011:24).
1. Eksploitasi Seksual 
Eksploitasi seksual, baik berbentuk perdangan seks maupun ekploitasi seksual sesaat ini merupakan bisnis gelobal yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini sudah bias kita sebut sebagai perdangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa, yang tujuan utamanya adalah meraih keuntungan yang besar (Raghu, 1997:145).
2. Kerja Paksa
Kerja paksa memiliki beberapa bentuk, yakni :
a. Bonded labor
Pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan plaku sendiri.

b. Child labor
Pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayahakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.
c. Forced labor
Pekerjaan dimana koraban dipaksa bekerja dibawah ancaman kekerasan atau hukuman.Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berperikemanusiaan, dan menyebar luas.Pelaku sering melarang korban untuk berada di tempat-tempat umum dan menyiksa mereka supaya tetap berada di tempat penyekapan (Ibid :309).
3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga
Umunya pada korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan tidak propestik dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu.Malahan, sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak di rumah seseorang. Oranng itu berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka seperti kekerasan seksual, pemukulan, peneyekapan atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan jam kerja yang melewati batas.


Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang
1. Kemiskinan, Perpindahan Penduduk , dan Diskriminasi
Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perdagangan orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah satunya disebabkan oleh alasan kemiskinan.Seseorang melakukan kejahatan salah satunya tujuannya karena ingin mempertahankan hidup ditengah kondisi ekonomi yang serba sulit.Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Tidak sedikit yang rela menjadi korban perdangan orang karena alas an kemiskinan banyak pula orang tua yang menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan obyek perdangan orang karena terhadap hal itu akan mengurangi beban ekonomi mereka (Chuang :68-69).
Kemiskinan ternyata dapat memunculkan penyebab lain terjadinya perdagangan orang, yakni adanya perpindahan penduduk dari suatu Negara ke Negara lain. Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan angka perdangan dari tahun ketahun.Orang-orang yang melakukan perpindahan penduduk itu umumnya dari Negara-negara nerkembang.Eropa timur dan bekas Unisoviet merupakan tempat yang relatif aman terjadinya perpindahan penduduk. Di Negara-negara itu penegakan hukum terhadap perdagangan orang sangat lemah sehingga hal itu dijadikan peluang bagi pelaku untuk memindahkan warga Negara suatu Negara ke Negara lain. Mudahnya melakukan penyuapan terhadap aparat penegak hukum menjadikan perpindahan penduduk tidak mengalami hambatan yang berarti.
2. Budaya Patriarki
Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdangan orang.Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan di bandingkan dengan anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum perempuan. Cara pandang ini menganggap perempuan sebagai kaum atau warga nomor dua atau sekian.Ideologi ini memandang anak-anak, minoritas, penyandang cacat, dan lainya sebagai objek, bukan subjek.Ideologi ini jelas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok lainya (Sagala dan Rozana, 2007:86).
3. Keuntungan Ekonomi yang Melimpah
Jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh, pelaku bisnis perdagangan orang terutama bisnis industri seks menjadi bisnis ketiga terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata secara ilegal.
Ketika kita pergi kelokalisasi (tempat pelacuran), sebenarnya tidak ada bedanya dengan pergi ke Mcdonal.Dalam hubungan ini permasalahan perdagangan orang beralih dari permasalahan moralitas dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sekadar permasalahan bisnis yang berkaitan dengan permintaan dan persediaan.Kalau kita pergi ke McDonald untuk membeli humburger dan itu berupa barang, sedangkan kita pergi ke pelacur untuk membeli manusia.Perdagangan orang sudah dianggap sebagai penemuan baru yang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.Manusia dijadikan sebagai produk baru untuk memperoleh penghasilan (Ali dan Pramono, 2011:56).
Banyak orang atau organisasi sindikat internasional yang dengan tanpa belas kasih memperdagangakan orang demi mengeruk keuntungan yang melimpah dengan resiko yidak begitu besar.Dalam perspektif analisis ekonomi atas hukum, seseorang melakukan kejahatan jika keuntungan yang diperoleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan.Keuntungan ini meliputi keuntungan materil dari melakukan kejahatan, kepuasan diri, dan penghargaan dari sesama teman. Sedangkan biaya meliputi biaya materil yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan seseorang yang bias dijadikan objek perdagangan orang, biaya pengiriman orang tersebut, serta biaya terkait resiko untuk ditangkap, ditahan, dipidana, dan melaksanakan pidana (Ali dan Pramono, 2011:56).
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